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PUTUSAN
Nomor 1562/Pdt.G/2022/PA.Tgrs
> y v )
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
Pendidikan Diploma Ill, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX
Blok Uc-6 No 16 Rt 010 Rw 025 Kelurahan XXXXXXXXXXXX ,
Kecamatan Xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten, sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta,
Pendidikan S.1, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxx Blok
Uc-7 No 10 Rt 012 Rw 025 Kelurahan XXXXXXXXXXXX ,
Kecamatan Xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2022
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu
juga dengan register perkara Nomor 1562/Pdt.G/2022/PA.Tgrs,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 30  Oktober 2007, Penggugat
dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)
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Kecamatan Xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
XXXXXXXXXXXX , tertanggal 02 November 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah kediaman bersama selama 14 tahun dan sudah
di karuniai 2 anak yang bernama:

1. ANAK 1 usia 13 tahun;
2. ANAK 2 usia 8 tahun;

3. Bahwa sejak Juli 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan:

1. Nafkah lahir yang diberikan tergugat tidak mencukupi kebutuhan
rumah tangga;

2. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, seperti tidak
transparansi penghasilan bekerja;

3. Tergugat sering berkata-kata kasar yang merendahkan
Penggugat;

4. Bahwa, puncaknya pada bulan Juli tahun 2021 terjadi
pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat
terpaska  pergi meninggalkan kediaman terakhir. Sehingga
antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak
lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk
itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama
Tigaraksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan Ketua Majelis telah
memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi,
namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H)
tanggal 12 April 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap
berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun
membina rumah tangga, namun tidak berhasil juga;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan dibacakan surat
gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban secara lisan yang selengkapnya sebagaiman tercantum dalam
berita Acara perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;

a. Bahwa benar semua yang berhubungan dengan identitas, status
perkawinan serta keturunan;

b. Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan yang menjadi sebabnya
tidak sama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
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c. Bahwa pada posita angka:

3.1 benar, tidak semua gaji diberikan kepada Penggugat, karena

Tergugat juga punya kebutuhan;

3.2. Tidak benar, Tergugat selalu beruhaha jujur pada Penggugat;
3.3. Tidak benar tergugat berkata kasar, itu hanya dialeg Bahasa karena

Tergugat orang batak;

4. Benar terjadi pertengkaran karena masalah Tergugat merokok;

d. Tergugat sudah berusaha menjemput, tapi Penggugat tetap tidak mau
kembali ;

e. Tergugat tidak ingin bercerai karena kasian pada anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan
replik secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan
Penggugat ingin bercerai dari Tergugat ;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan
dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya tidak
ingin bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXX atas nama
Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan, Kabupaten
Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tertanggal 02
November 2007, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX ,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P2;
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3. Fotokopi Print out Whatspp antara Penggugat dan Tergugat, bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah aadik kandung Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri yang sah menikah pada bulan Oktober 2007;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak bulan Juli 2016;

- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah melihat
perselisihan tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata
kasar, dan mengancam Penggugat, Tergugat kurang jujur
dalam hal keuangan, Tergugat pernah menggunakan narkoba;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
sejak bulan Juli 2021 dan Penggugat yang meninggalkan
tempat kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada lagi berkomunikasi yang baik;
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- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati
Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai
dengan namun tidak berhasil;

- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan

Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah teman Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri yang sah menikah pada tahun 2007;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini
sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak bulan Juli 2016;

- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah melihat
perselisihan tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak cukup memberi
nafkah dan Tergugat kasar kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
sejak bulan Juli 2021 dan Penggugat yang meninggalkan
tempat kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak

pernah lagi berkomunikasi;
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- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati
Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai
dengan namun tidak berhasil;

- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan

Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada
Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, Tergugat tidak mengajukan bukti
apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara
lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan, dan
Tergugat pun menyampaikan kesimpulannya, keberatan bercerai dengan
Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah
berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun
membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil,
dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum
pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
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melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan dari
mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H, tanggal 12 April 2022
proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan
damai, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi Pasal
2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud
Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara aquo
adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga
mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan
pembacaan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil
gugatan Penggugat dan membantah sebagian alasan tentang
perselisihannya dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut di
atas telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat harus
membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan untuk membenarkan
dalil-dalil bantahannya Tergugat harus pula  membuktikan dalil-dalil
bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan pembuktian di persidangan,
Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada

Penggugat dan Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti/kebenaran
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masing-masing (fair and imparsial), sebagaimana sistem yang dijalankan
pada hukum perdata (adversarial sistem);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan
bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan fotokopi akta
autentik yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh
karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 jo.Pasal 21
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarakan bukti P.1 telah terbukti bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, sehingga
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama
Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik yang
memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat
dipertimbangkan, vide Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo.
Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu,
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat
dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat adalah
pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara
(legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat keterangan lain yang
tidak dibantah oleh Tergugat, menunjukan bahwa telah terjadi perselisihan

antara Penggugat dengan Tergugat, bukti-bukti surat tersebut telah
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memenuhi syarat formal dan materil pembuktian dan Majelis Hakim
berpendapat bukti-bukti tersebut sah diajukan sebagai bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim
menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Tergugat adalah karena dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus
menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi,
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Penggugat, sudah dewasa serta
sebagai orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 145
Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB)jo. Pasal 76 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil
sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi Penggugat tentang
sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi serta relevan
dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Reglemen
Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat
dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi serta
relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. N0.1562/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat

bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti —
bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada tanggal 30 Oktober 2007, dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan
harmonis, namun semenjak Juli 2016, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan
Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2021,

- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak
menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah
tangga;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa
perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana
antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan tidak menjalankan
kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak bulan Juli
2021, hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan
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bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan
sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut
pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah
bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019, di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan
kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (mitsagongholizhon)
yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah
tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sehingga tujuan
perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit
terwujud;

Menimbang, bahwa menjawab harapan serta keinginan Tergugat
agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat tetap dipertahankan
dan diperbaiki kembali karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat,
untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbanga sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk
menundukan diri dalam kebersamaan dengan tujuan membentuk
kebahagian, oleh karena itu jika salah satu pihak telah mempersoalkan
adanya ketidakbahagiaan dan apapun yang melatarbelakanginya maka jika
terdapat alasan yang cukup, pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri,
apalagi jika salah satu pihak sudah menyatakan dan tidak berkenan lagi
untuk melanjutkan dan mempertahankan kebersamaan itu. Dalam kasus
Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagian dimaksud
adalah telah adanya keinginan dari salah pihak untuk tidak melanjutkan dan
atau mempertahankan perkawinan tersebut dan mereka telah pisah rumah
sejak bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan rumah tangga yang menjadi
alasan perceraian Penggugat dapat saja bersifat subjektif dan atau bahkan
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hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, akan tetapi sengketa
perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa
itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya marriage
breakdown dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang
dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan
untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa mempertahankan Ilembaga perkawinan,
menyelamatkan biduk rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, tapi
sangat bergantung pada kebersamaan Penggugat dan Tergugat sebagai
suami isteri, keduanya harus berjalan seiring, satu misi satu visi. Akan tetapi
apabila salah satu pihak saja, yaitu Tergugat yang tetap bertekad
mempertahankan perkawinannya, sementara pihak lainnya (Penggugat)
sudah tidak ingin mempertahankannya, maka itu berarti rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sesungguhnya sudah tidak dapat dipertahankan
lagi, karena keduanya sudah tidak berjalan seiring, tidak satu misi satu visi
lagi ;

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin
haruslah dihindari terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapai oleh
Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi agama Islam memilih lembaga
perceraian manakala keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan nasehat serta usaha damai secara
maksimal tidak lagi membawa manfaat yang menyebabkan hubungan suami
isteri antara Penggugat dan Tergugat terasa hampa. Mempertahankan
perkawinan mereka sama artinya menghukum salah satu pihak atau bahkan
keduanya berada dalam penjara yang berkepanjangan. Sikap demikian
sangat bertentangan dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila
perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang
menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak
lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika
dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang
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berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan
kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah
sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing
pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu
mengemukakan dalil syar’i dari Kitab Fighus Sunnah Juz Il halaman 290,
yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

Gy Las 2 I0Y) 0S5 g 3l Bl el g da g 3 Ay Jualdll pal W ged 2 13

Al 48l Ll Logins »Sbal ol Gae 5 Leglial (8 pliall ol 62 da

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat vyaitu
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai
suami isteri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya,
maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan
pada pendapat ahli figih dalam kitab Ghoyatul Marom yang selanjutnya
diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Al L&l ade (3l Lo g 30 da g3 S ase 20l 1l
Artinya “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada
suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka
dengan talak satu’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup
alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan

Penggugat patut untuk dikabulkan;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. N0.1562/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI
Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sejumlah Rp295.000,00(dua ratus sembilan puluh

lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1443 Hijriah, oleh Dra. Hj. Aprin Astuti,
M.SI., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag. dan Drs. H. Makka
A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Naili lvada, S.Ag., M.H.

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota | Ketua Majelis,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si

Hakim Anggota Il
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Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Naili lvada, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses "Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 150.000,00
- PNBP 'Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp  295.000,00

(dua ratus sembila puluh lima ribu rupiah).
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